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PUTUSAN

Nomor 475/Pdt.G/2024/PA.Smi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang

Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara: 

PENGGUGAT,  tempat  tanggal  lahir  Garut,  14  Juni  1991  (umur  33  tahun),

agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta,

tempat kediaman di Kota Sukabumi, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Bogor, 11 Juli 1978 (umur 45 tahun), agama

Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat

kediaman di  Kota Sukabumi,  namun saat ini  tidak di  ketahui

keberadaannya  diwilayah  hukum  negara  indonesia  (ghoib),

sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat  dengan surat  gugatannya tertanggal  08 Juli  2024

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada hari itu juga

dengan register perkara Nomor 475/Pdt.G/2024/PA.Smi, mengemukakan hal-

hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat  dengan Tergugat  telah  melangsungkan  pernikahan

pada hari  Selasa,  Tanggal  11  Maret  2014 dihadapan Pegawai  Pencatat

Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Lembursitu,  Kota  Sukabumi,

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:96/11/III/2014, tanggal 11 Maret

2014;  
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2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal

dan berumah tangga di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di

Kampung Nagrak Taman Bahagia,  RT.004,  RW.008, Kelurahan Benteng,

Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi;  

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana

layaknya suami  isteri  dan dikaruniai  1  (satu)  orang anak yang bernama

ANAK,  NIK.  3272045608160003,  Perempuan,  Lahir  di  Sukabumi  pada

tanggal 16 Agustus 2016, pendidikan SD;  

4. Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  semula  rukun  dan

harmonis,  selanjutnya  pada  tanggal  September  2017  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan

antara lain : 

a. Bahwa  Penggugat  ketika  melahirkan  anak  pertama  dari

Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan

alasan  untuk  mencari  pekerjaan  ke  luar  kota  di  ajak  oleh  rekan

Tergugat;  

b. Bahwa ketika Tergugat meninggalkan rumah Penggugat berusaha

mencari keberadaan Tergugat namun tak kunjung ada hasil;  

c. Bahwa  hingga  saat  ini  Tergugat  tidak  ada  kabar  dan  tidak

menafkahi Penggugat dan juga anak Penggugat Tergugat;  

5. Bahwa  puncak  dari  ketidak  harmonisan  tersebut  terjadi  pada  bulan

September  2017.  Sejak  saat  itu  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

berpisah  tempat  tinggal  dan  sudah  tidak  melaksanakan  kewajibannya

layaknya suami istri sampai saat ini selama 6 (enam) tahun 10 (sepuluh)

bulan;  

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat

dengan menghubungi pihak keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat

yang dimungkinkan mengetahui keberadaan Tergugat, akan tetapi Tergugat

tidak  diketahui  keberadaannya,  hal  ini  sesuai  dengan  Surat  Keterangan

yang  dibuat  oleh  Kelurahan  Benteng,  Kecamatan  Warudoyong  dengan

Nomor: 470/202/04-1005/2024, Tanggal 08 Juli 2024;  
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7. Bahwa  Penggugat  sudah  berusaha  mempertahankan  hubungan

perkawinan  tersebut  dan  mencoba  mencari  keberadaan  suami  serta

bersabar  menunggu  namun  tidak  ada  informasi  dari  Tergugat  maupun

keluarga Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;  

8. Bahwa  sudah  jelas  hubungan  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat

sudah tidak bisa lagi di pertahankan, sehingga Penggugat mohon kepada

Majelis Hakim untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra dari Tergugat

(TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);  

9. Bahwa  oleh  karena  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

sebagaimana  tersebut  di  atas  Penggugat  merasa  tidak  mampu  lagi

membina  dan  mempertahankan  rumah  tangganya  dengan  Tergugat.

Karena  rumah  tangga  yang  Sakinah,  mawaddah  dan  warahmah  tidak

mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada  Bapak Ketua Pengadilan  Agama Sukabumi  cq.  Majelis  Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (PENGGUGAT);  

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  dari  Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);  

3. Biaya perkara menurut hukum;  

Atau  apabila  majelis  hakim  berpendapat  lain  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya; 

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak

pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang

menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil  secara resmi dan patut

oleh  Jurusita  Pengganti  Pengadilan Agama Sukabumi sesuai  dengan relaas

panggilan  Nomor  475/Pdt.G/2024/PA.Smi,  serta  tidak  terbukti

ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;
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Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut,  selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  perkara  dengan  membacakan  surat

gugatan  Penggugat  yang  maksud  dan  isinya  tetap  dipertahankan  oleh

Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  atas  nama  Penggugat

Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Sukabumi pada tanggal 28-03-2021 Bukti surat tersebut telah

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi

paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan dari

KUA Lembursitu Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat, tanggal 11 Maret

2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian

diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI  1,  umur  38  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Sukabumi, di bawah

sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah kakak kandung Penggugat; 

 Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami

isteri; 

 Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal di Kota Sukabumi; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak

 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 7 (tujuh) tahun lalu
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rumah  tangga  mereka  tidak  harmonis  lagi  karena  Tergugat  pergi

meninggalkan rumah dengan alasan untuk mencari pekerjaan ke luar

kota di ajak oleh rekan Tergugat, tetapi hingga saat ini Tergugat tidak

diketahui lagi keberadaannya

 Bahwa sejak Tergugat pergi,  Tergugat  tidak pernah datang lagi

dan tidak pernah memberikan kabar; 

 Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat, sudah membantu

upaya  menasehati  Penggugat  agar  bersabar  menunggu Tergugat,

namun tidak berhasil; 

 Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya  meskipun sudah

diupayakan dicari melalui teman dan keluarga Tergugat; 

2. SAKSI  2,  umur  26  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Sukabumi, di bawah

sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah Adik kandung Penggugat; 

 Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami

isteri; 

 Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal di Kota Sukabumi; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak

 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 7 (tujuh) tahun lalu

rumah  tangga  mereka  tidak  harmonis  lagi  karena  Tergugat  pergi

meninggalkan rumah dengan alasan untuk mencari pekerjaan ke luar

kota di ajak oleh rekan Tergugat, tetapi hingga saat ini Tergugat tidak

diketahui lagi keberadaannya

 Bahwa sejak Tergugat pergi,  Tergugat  tidak pernah datang lagi

dan tidak pernah memberikan kabar; 

 Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat, sudah membantu

upaya  menasehati  Penggugat  agar  bersabar  menunggu Tergugat,

namun tidak berhasil; 
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 Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya  meskipun sudah

diupayakan dicari melalui teman dan keluarga Tergugat; 

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak

akan  mengajukan  pertanyaan  apapun  dan  menerima  serta membenarkan,

sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa  Penggugat menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini  ditunjuk  segala  hal

yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasehati

Penggugat  agar  mau  mengurungkan  niatnya  untuk  bercerai  dan  kembali

membina rumah tangga dengan Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  pada  tahapan  perdamaian,  Majelis  Hakim telah

berusaha menasehati  Penggugat agar dapat kembali rukun dengan  Tergugat,

upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, namun dengan demikian  Majelis

Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud  Pasal 130 HIR

jo.  Pasal  65,  Pasal  82  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jis. Pasal 39 ayat

(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  sebelum  pemeriksaan  pokok  perkara   semua

sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan

penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator yang dihadiri oleh

kedua  belah  pihak,  sebagaimana  dimaksud  Pasal  17  ayat  1  Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Penggugat hadir di

persidangan, namun  Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain

menghadap sebagai wakil/kuasanya, sehingga mediasi tidak dapat diupayakan
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sebagaimana  amanat  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016

tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 sebagaimana telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Islam, diantaranya bidang perkawinan;  

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai angka

9, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti  P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang

telah bermeterai cukup,  di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan

akta  otentik,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  identitas  Penggugat,

sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil,  serta

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165

HIR jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah

bermeterai  cukup,  di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai  hubungan hukum  Penggugat

dengan  Tergugat, sehingga bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan

materiil,  serta  mempunyai  kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup,

Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti  P.1  dan P.2, Penggugat telah

memenuhi  asas  personalitas  Keislaman  mengajukan  gugatan mengenai

sengketa  bidang  perkawinan,  maka  dengan  demikian  perkara  a  quo yang

diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang,  bahwa  sebelum  mempertimbangkan  pokok  perkara,

terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan

hukum  dengan  Tergugat sehingga  Penggugat berkualitas  sebagai  legitima

persona standi in judicio dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a

quo;
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Menimbang,  bahwa  Penggugat mendalilkan,  Tergugat adalah  suami

Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di

KUA serta  Penggugat mempunyai  kehendak  untuk  bercerai  dari  Tergugat,

sehingga  Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a

quo;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tersebut bersifat sempurna

dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan

terbukti bahwa  Penggugat dan  Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam

perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti

mempunyai  hubungan  hukum  dengan  Tergugat karena  adanya  perkawinan

yang  sah,  maka  demi  hukum  pihak  Penggugat adalah  pihak  yang

berkepentingan  dan  berkualitas  sebagai  pihak  yang  mengajukan  perkara

(legitima persona standi in judicio) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari  rangkaian  posita  gugatan Penggugat, Majelis

Hakim berpendapat gugatan Penggugat didasarkan pada  ketentuan Pasal 19

huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b)

Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama

2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah

atau karena hal lain diluar kemampuannya dan alasan tersebut secara formal

gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata  Tergugat tidak pernah hadir di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  dengan  resmi  dan  patut,  dan

ketidakhadiran  Tergugat tersebut  tidak  ternyata  disebabkan  oleh  suatu

halangan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek

sebagaimana dimaksud Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun   gugatan Penggugat  dapat dikabulkan

dengan  verstek,  akan  tetapi  oleh  karena  perkara  ini  berkaitan  dengan

perceraian  (personal recht)  dan  harus ada cukup alasan bahwa antara suami

istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada  Penggugat

tetap  dibebani  kewajiban  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,

sebagaimana, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 jis. Pasal 163 HIR;

Menimbang,  bahwa  untuk  memenuhi  ketentuan  dimaksud,  Majelis

Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi orang dekat  Penggugat, masing-

masing bernama  Rini Gustiawanti binti Iwan Suryana dan  Roshy Priwanty binti

Iwan Suryana;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  diajukan  Penggugat di

persidangan,  yaitu  saksi  1  dan  saksi  2,  mempunyai  hubungan  keluarga

kedekatan dengan  Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo Pasal 76

UU No. 7 Tahun 1989  jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

mengenai Tergugat , adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri / dialami

sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

bersesuaian  mengenai  Tergugat  meninggalkan  Penggugat  selama  selama

kurang  lebih  selama 7  (tujuh)  tahun,  semua keterangan  yang disampaikan

saksi-saksi cocok antara satu dengan yang lain (link and match) oleh karena

itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  bukti  P.1,  P.2  ditambah  saksi-saksi

Penggugat telah terbukti fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah

pada tanggal  11 Maret  2014,  telah dikaruniai  1 (satu)  orang anak yang

bernama ANAK, NIK. 3272045608160003, Perempuan, Lahir di Sukabumi

pada tanggal 16 Agustus 2016, pendidikan SD; 

2. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun

dan harmonis; 

3. Bahwa  Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat  sekurang-kurangnya

selama 7 (tujuh) tahun lamanya;

4. Bahwa Tidak diketahui alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

5. Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah atau hal

lain diluar kemampuannya sekurang-kurangnya selama 7 (tujuh)  tahun;

2. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

3. Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar

perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan/ dijatuhkan talak satu bain

sughra, dan gugatan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  39  ayat  (2)  Undang  Undang

Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan,  menentukan  bahwa  untuk

melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak

akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf

(b)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  dan  Pasal  116  huruf  (b)

Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah

satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa

izin  pihak  lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah  atau  karena  hal  lain  diluar

kemampuannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti Tergugat telah pergi dan tidak

pulang meninggalkan Penggugat dan keduanya telah berpisah rumah selama 7

(tujuh) tahun, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat sudah tidak mau hidup

rukun lagi bersama dengan Penggugat. Dengan demikian tujuan perkawinan

yaitu  membentuk  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rohmah

sebagaimana  dimaksud  Pasal  1  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga Al Qur’an surat Ar- Rum ayat 21, akan

sulit  dapat  terwujud  dan  apabila  tetap  dipertahankan  akan  menimbulkan

penderitaan;

Menimbang,  bahwa  hal  tersebut  telah  relevan  dengan  pendapat  ahli

Hukum Islam  Assayid Sabiq, dalam kitabnya Fiqh As-Sunah, Jilid II, halaman

248  yang  diambil  oleh  Majelis  Hakim  sebagai  pendapat  sendiri  yang

menyatakan sebagai berikut:
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Artinya: Apabila  gugatan  istri  di  depan  hakim  telah  terbukti  berdasarkan
keterangan bukti  dari  istri  atau  karena telah  ada pengakuan dari
suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup
lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya
sudah  tidak  bisa  didamaikan  lagi,  maka  hakim  wajib
menceraikannya dengan talak bain.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah menurut

hukum tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula

menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya

yang  sah,  maka  Majelis  Hakim berpendapat  harus  dianggap  Tergugat  tidak

membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan

Penggugat dan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat sesuai dengan

dalil dalam Kitab Ahkamul Qur’an, Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai

pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : “ Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan

sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang

yang dholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat

telah dapat  membuktikan kebenaran dalil  gugatannya,  dan gugatan tersebut

tidak melawan hukum serta Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh

sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang

diajukan  oleh  istri  ke  Pengadilan  Agama,  maka  dengan  pertimbangan-

pertimbangan  hukum  di  atas,  Majelis  Hakim  menjatuhkan  talak  satu  bain

shughra  dari  Tergugat   terhadap  Penggugat,  dimana  perceraian  antara

Penggugat  dan  Tergugat  tersebut  dijatuhkan  oleh  Pengadilan  Agama,

sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

 Menimbang,  bahwa  dalam  bidang  perkawinan,  inklusif  di  dalamnya

perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
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Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta berdasarkan azas lex spesialis drogat lex

generalis  maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya

seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku  serta

dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba in sughra Tergugat  (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama  Sukabumi  pada  hari  Kamis   tanggal  21  November  2024  Masehi

bertepatan  dengan  tanggal  18  Jumadil  Awwal  1446  Hijriah  oleh  Mukhrom,

S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H dan Sena Siti

Arafiah,  S.Sy.,  M.Si.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  ini

diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis tersebut dengan dan dibantu oleh Arly Rizana Adi Suparman, S.H., M.H.

sebagai Panitera Pengganti,  dengan dihadiri  oleh Penggugat tanpa hadirnya

Terguga

Hakim Anggota 

Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H

Ketua Majelis,

Mukhrom, S.H.I.,M.H.
Hakim Anggota 
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Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.
Panitera Pengganti,

Arly Rizana Adi Suparman, S.H.,

M.H.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 75.000,00

-  Panggilan : Rp 390.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp              10.000,00  

J u m l a h : Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penggugat

selama 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan Arly Rizana Adi Suparman, S.H., M.H.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 Maret 2014, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; 

ANAK, NIK. 3272045608160003, Perempuan, Lahir di Sukabumi pada tanggal 16 Agustus 2016, pendidikan SD; ; 

Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis; 

Bahwa sejak Bulan September 2017 mulai terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan ketidakharmonisan; 

Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah ...; 

Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang kurang lebih selama 6 (enam)

tahun 10 (sepuluh) bulan; 

Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri; 

Bahwa pihak keluarga dan orang dekat sudah berupaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan atau Tergugat bertempat kediaman di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sukabumi;  

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah; 

Bahwa dalam perjalannyan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan yang terus menerus; 

Bahwa puncak perselisihan terus menerus tersebut mengakibatkan pisah rumah/pisah ranjang serta tidak saling memperdulikan dan saling tidak menghiraukan satu sama lain;  

Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;  

Bahwa, perbedaan pendapat yang berkepanjangan dalam memahami pernikahan dan hakekat kebersamaan, membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage)

sehingga sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt); 

Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
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